
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60
/Permentan/ Sr.310/12/2015 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2016 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun
2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 perlu mengatur Kebutuhan Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota
Tarakan Tahun 2016 dalam rangka
meningkatkan usaha produksi pertanian dan
penggunaannya harus sesuai dengan
peruntukan dan atau kebutuhannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota
Tarakan Tahun 2016;

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Tarakan;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 ten tang
Hortikultura;
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6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan;

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai
Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang
Dalam Pengawasan;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15jM­
DAGjPERj4j2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
60jPermentanjSr.310j 12j2015 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2016;

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor
45 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016;

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08
Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan sebagaimana
te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun
2014 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kota Tarakan

Menetapkan



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah WalikotaTarakan

2. Pupuk adalah bahan kimia organisme yang berperan dalam
penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung
atau tidak langsung.

3. Pupuk Anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara
kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri
pembuat atau pabrik pembuat pupuk.

4. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati,
kotoran hewan danl atau bagian hewan danl atau limbah organik
lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat
atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/ atau
mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan
hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik,
kimia dan biologitanah.

5. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman
sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk
mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.

6. Pupuk Bersubsidi adalah Barang dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan Iatau
petani di Sektor Pertanian.

7. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk
bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari
Gubemur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di
provmsi.

8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan
temak, dan budidaya ikan dan Iatau udang.

9. Petani adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang
mengusahakan budidaya tanaman pangan atau tanaman
hortikultura dengan luasan tertentu.

10. Pekebun adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang
mengusahakan lahan, budidaya tanaman perkebunan dengan
luasan tertentu di KotaTarakan.

11. Peternak adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang
mengusahakan budidaya tanaman hijau pakan temak dengan
luasan tertentu.

12. Petambak adalah perorangan penduduk Kota Tarakan yang
mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan udang dengan
luasan tertentu.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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(1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak
yang mengusahakan lahan dengan totalluasan maksima12 (dua)
hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar
setiap musim tanam per keluarga.

(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

13. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha MilikNegara yang
ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk pupuk
bersubsidi.

14. Penyalur di Lini III adalah pengecer resmi sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang
berlaku

15. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang
berlaku.

16. Penyuluh adalah petugas penyuluh pertanian pada satuan kerja
perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan
dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan Kota Tarakan.

17. Kelompok Tani adalah kumpulan petaniJpekebunJpeternakJ
petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,
kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya,
kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan
mengembangkan usaha anggotanya.

18. Rencana Definitif Kebutuhan Kolompok Tani Pupuk Bersubsidi
yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan
pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan
musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat
pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau
penyalur sarana produksi pertanian.

19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat
KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam
pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

20. Dinas Peternakan Dan Tanaman Pangan adalah Satuan Kerja
Perangkat daerah yang tugas dan fungsi melaksanakan urusan
dibidang Peternakan dan Tanaman Pangan.

BABII

PERUNTUKANPUPUKBERSUBSIDI

Pasal2



jawabnya;

b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada
huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan
alokasi di masing-masing wilayah; dan

c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada
huruf a, sesuai dengan prinsip 6 [enam) tepat yaitu tepat
jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV
RDKK sesuai dengan wilayah tanggung

a. penyaluran
berdasarkan

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi
sampai ke Penyalur di Lini IVdilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang
berlaku.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh
Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai
berikut:

Pasal6

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [I]
terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi
dan/ atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

BABIII

PENYALURANPUPUKBERSUBSIDI

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya
me1aksanakan urusan di bidang Petemakan dan Tanaman Pangan
bersama lembaga penyuluhan pertanian setempat wajib
melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan
RDKKsesuai luas areal usaha tani dan/ atau kemampuan penyerapan
pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasa14

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan alokasi yang
telah ditetapkan yang dirinci per kecamatan dan sebaran bulan an
berdasarkan sub sektor Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan Petemakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I
dan Subsektor Perikanan pada Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasa13



(1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap
penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di
wilayahnya.

(2) KPPPdalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

(3) KPPPwajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan
Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

Pasal9

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan
pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi
dari Lini III sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam
Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BABIV

PENGAWASANDANPELAPORAN

Pasal8

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat
dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak di wilayah
tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya
melaksanakan urusan di bidang Petemakan dan Tanaman
Pangan untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat
petanij'kelompok tani dilakukan melalui pendampingan
penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

(4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani
dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu
kesatuan dari KomisiPengawasan Pupuk dan Pestisida.



DAERAHKOTATARAKANTAHUN2016 NOMOR 77

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 19 Februari 2016

ATARAKAN,

19 Februari 2016

Tarakan

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tarakan.

BABV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

, .. .



~~~~
O~tV~Ul
OWtv-tVW-

CMo '00
~~~OO~

~.-.- ~.-........~ V' VJ IVen OHIl ~ 00
I I

I I to) ~
~ O'IWtV
~()1<.n~OO

I I

tVo I I

o

.....
~

111

III
111

III

·P.·N r- ~ ~ ;'-0

.... 101O~tV ~

P'tV~~~ ~
.... 101O~tV '"

"'tV~~O ....
;"1O~~tv Q\



1:1) I-'
OooO'lWW O..j:>.w ............
boooo booCJlCJl00000

(IIIV ......OO
boCll-..l':..J
00 0 CIlCJl

(,)f-' 00 1-'0000
~ ..j:>.f-' '01 '01 00 ':..JCIlW W

00900 ............
~WIVOO

1:1) OOO,!""OOOO
t.l f-' 00IV IV I-' CIl..j:>.............

00
900f-'-;""
~WIVOO

- _ .._----

1-'0000 00000
t.l..j:>...j:>.lVtu ~tulV""""""

I I I I

0000 00000
1-'..j:>.1V1V1V Cntv ..................

I I I I

0000 00000
1-'..j:>.1V1V1V CnIV ..................

I I l I

00000 00000
OotvtvlVtu ~ ........................

o
00000 ~oooo
00 tv tv tv tv 0 I-' I-' I-' ,_.

I I I I

en

I I I I


	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf

